
WALIKOTA PALOPO 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR: 1 3  TAHUN 2 ® 1 4  

T E N  T A N G  

PEMBERIAN HmAH DAN BANTUAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO 

� Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  Tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur dengan Peraturan 

Walikota; 

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanan pemberian hibah dan 

bantuan sosial perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial: 

Mengingat 1 .  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubfik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851 ) ;  

2. Undang - undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4186);  

3 .  Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Palopo. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 

Daerah. 

6. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD 

adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah. 

� 7. Bendahara Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

8. SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya 

sesuai dengan jenis permohonan hibah dan/ atau bantuan sosial. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, 

kegiatan dan anggaran SKPD. 

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD 

adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kota Palopo selaku Bendahara 

Umum Daerah. 

1 1 .  Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 

� adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

12 .  Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah 

kepada penerima hibah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang 

bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 

13 .  Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 

Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan sosial yang sifatnya tidak secara 

terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari 

kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi 

terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, 

kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, 

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan 

belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam 

kondisi wajar. 
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Paragraf 3 

Penerlma Hibah 

Pasal 6 

Hibah dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah Daerah Lainnya; 

c. Perusahaan Daerah; 

. d. Organisasi Kemasyarakatan 

e. Masyarakat 

Pasal 7 

( 1 )  Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 

diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah. 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf c diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan 

hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

� 

-:»: (4) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf d diberikan kepada badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e 

diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam 

bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat 

istiadat, prasarana dan sarana dasar, dan keolahragaan non profesional. 
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b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial 

dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok dan/ atau 

masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

(2) Bantuan sosial berupa uang diberikan kepada penerima bantuan sosial yang 

memenuhi kriteria. Uang ini diberikan tanpa ada maksud untuk dita.rik 

kembali dengan mekanisme dana bergulir dan bukan pemberian kepada 

partai politik. 

(3) Bantuan Sosial berupa barang, baik barang pakai habis mupun berbentuk 

asset tetap dari basil membeli atau memproduksi sendiri yang diberikan 

kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. 

Bantuan sosial berupa jasa, SKPD memberikan pelatihan atau mengirim 

orang untuk melakukan pelatihan kepada penerima belanja bantuan sosial 

yang telah memenuhi kriteria. 

Bantuan sosial berupa uang diberikan kepada individu dan/ atau keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat ( 1 ) ,  terdiri dari bantuan sosial kepada 

individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya. 

(4) 

r"".. 

� 
...,., 

(5) 

(6) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, 

alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. 

(7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana 

rtJl"'ti\ dimaksud pada ayat (5) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial 

� yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila 

ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar 

bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, antara lain bantuan 

penyelesaian studi, uang duka, bantuan korban bencana dan bantuan sosial 

lainnya yang diatur selanjutnya dengan keputusan Walikota. 

BABIV 

PENGANGGARAN 

RIBAR DAN BARTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 

Permohonan 

Pasal 14 

(1)  Pemohon mengajukan permohonan hibah atau bantuan sosial secara tertulis 

kepada Walikota sebagaimana format surat terlampir. 

















Pasal 29 

B AB V  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

Raglan KetuJuh 
Pengadaan 

.._ng dan Jasa 

mekanisme tam bah uang (TU) 
atau ekan· selanjutnya diatur dengan K isme Gariti 

eputusan Walikota. Uan 

Pasal 28 

Pengadaan barang dan jasa dal 
am rangka hibah d b 

pada peraturan perundang-undan an antu; =) • 

p . gan ten tang Pengadaan �1al berp 
emenntah. edornan 

,� dan . 
Jasa 

( 1 )  Penerima hibah atau bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan 
penggunaan hibah atau bantuan sosial kepada W alikota melalui PPKD dengan " 
tembusan SKPD terkait dan Inspektorat. 

'2) Penerima hibah dab Bantuan Sosial berupa barang atau jasa atau penerima 
bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah atau 
bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait dan Inspektorat. 

Pasal 30 

Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab atas penggunaan 
iibah atau bantuan sosial yang diterimanya. 

rtanggungjawaban penggunaan hibah atau bantuan sosial sebagaimana 
iaksud pada ayat ( 1 ) ,  terdiri atas: 

Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial; 

'Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah atau 
'antuan Sosial berupa uang, barang, atau jasa yang diterima telah 

nmakan sesuai dengan Usulan bagi Penerima Bantuan Sosial dan 
-ID bagi penerima Hibah. 

'i-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 
·dang-undangan bagi penerima hibah dan Bantuan Sosial. 

erima Bantuan Sosial Individu dan/ atau Keluarga yang tidak 

1 cukup dengan Surat pernyataan tanggung jawab yang 

sahwa bantuan sosial telah diterimanya. 





\ 
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(2) Batas akhir penyerahan permohonan hibah dan bantuan sosial disesuaikan 

berdasarkan mekanisme SKPD. 

BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 34 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur 

oleh Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Pasal 35 

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku maka Peraturan W alikota Palopo 

Nomor 19 Tahun 2 0 1 0  ten tang Tata Cara Mekanisme Pemberian Hibah dan 

bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 36 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. 
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TELAH DIPERIKSA.� PARAF 

1. Sekretaris Kota 

2. Aslsten !:: ..•......•. 

3. Kabag ..... �t.(11....... � 

4. Kasubag ,iok. . .  

TANG GAL 

I/;,··��·• 

Ditetapkan di P a 1 o p o 
pada tanggal 1 A J'r il 2 0 1  •  

W A L  I  K O  T A ,  

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 13  TAHUN 2 1 4  

















SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAD MUTLAK / PAKTA INTEGRITAS 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Ala mat JI. Tenripadang No. 1 Kota Palopo 

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 528 / X / 2013 tentang 

pemberian hibah kepada Kota Palopo tahun anggaran 2014. Dengan ini 

menyatakan bahwa kami sebagai penerima hibah dari Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2014, 

akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga 

� kemudian menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian 

tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

Palopo, 17 Februari 2014 

Mengetahui 
Kepala Dinas PPKAD 

Selaku PPKD 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nip. 19661231198603 1 074 

Sekretaris 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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KOP ORGANISASI/LEMBAGA 

PAKTA INTEGRITA/ SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL 

NOMOR . 

Yang bertandatangan dibawah ini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . selaku 

Ketua Kelompok Masyarakat , menyatakan bertanggungjawab 

atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Keputusan Walikota palopo 

dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya . 

. . . . . . . . . . . .  ,  2014 

Penerima Bantuan Sosial, 

• . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • •  

TElAH DIPERIKSA ;., PARAF 
TANG GAL 

Ditetapkan di P a 1 o p o 
pada tanggal 1 A pr il 2 0 1 4  

.  JUDAS AMIR 

W A L  I  K O  T A ,  
1. Sekretaris Kota 

2. Aslsten t. . 

4. Kasubag .jO� 
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